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Mengapa Isu Inl Penting?

Penyandang disabilitas masih menghadapi banyak hambatan ketika
berhadapan dengan hukum pidana.

Hambatan terjadl sejak pelaporan, pemeriksaan di kepolisian, hingga
gersidangan. . o .

anyakK kKorban disabllitas akhirnya:

- tidak melapor,

- Kkesaksiannya diragukan,

- atau tidak mendapatkan keadilan.

Reformasi KUHAP menjadi momentum genting untuk membangun sistem
peradilan yang inklusif dan aksesibel bagi semua.

Catatan:

Sistem hukum sering masih menggunakan standar tubuh dan cara
Komunikasi ¥ang dianggap "normal" dalam menilai kesaksian. Pad

penyandang Tuli memiliki hambatan untuk mendengar tetapl dap
memahaml melalul visual,
penyandang netra memilikl hambatan untuk melihat tetapi mammpl

Suara dan bau, " --
penyandang disabilitas intelektual dapat menyampaikan peng:
cara berbeda. e
lharena 1itu, validitas kesakslan tidak boleh diukur dengan pe 2]st.




Landasan Hukum

Beberapa dasar hukum vyang
mendukung akses keadilan badi
penyandang disabilitas:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas

o ltonvensi Hak Penyandan Disabilitas (CRPD)
EUEIF;\PNaSional Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS

- Peraturan Mahkamah Agung tentang layanan bagi penyandang
disabilitas di pengadilan




Hambatan yang Paling Sering Dialami
Berdasarkan pengalaman HV\V/DI

- Aparat penegak hukum belum memahami ragam disabilitas.

- Penyandang disabilitas dianggap tidak mampu menjadi saksi.

- tidak tersedia penerjemah atau pendamping yang sesuai Kebutuhan.

- Informasi hukum tidak tersedia dalam format aksesibel.

: Pemepiksaan dilakukan dengan cara yang menakutkan atau tidak
ramanh..

- Infrastruktur Kantor polisi dan pengadilan belum aksesibel.

- Perempuan disabilitas menghadapi diskriminasli berlapis:

- Perempuan disabilitas korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam
rumah tangga sering mengalami

- reviktimisasl Karena dianggap:

- mudah dimanipulasi,

- tidak memahami kejadian,

- atau kesalksiannya dianggap tidaK dapat dipercaya.

- Darl pengalaman audit sosial layanan publik dan layanan Kesehatan
yang dilakukan HVVDI, hambatan terbesar sering kali sudah muncul
sejak plntu masuk:

- AKses dedung yang tidak ramah disabilitas,

- tidak adanya petunjuk aksesibel,

- hingga sikap awval petugas yang belumm memahami cara berinteraksi
dengan penyandang disabilitas.



Hamlbatan pada Ragam
Disabilitas Sensorik Disabilitas Tertentu

Tidak tersedia juru bahasa isyarat.
Dokumen tidak tersedia dalam braille, audio,

atau format digital aksesibel. .

Disabilitas Intelektual dan Pentlng:

PsiKososial Untuk penyandang disabilitas intelektual

Pertanyaan terlalu rumit dan intimidatif. dan psikososial, hak atas vwvaktu istirahat
Kesaksian sering dianggap tidak valid. atau break yang fleksibel sangat penting.

lhetika seseorang mengalami Kelelahan,
tekanan psikologis, atau triggder tertentuy,
pemeriksaan tidak boleh dipaksakan dem:
men’{aga validitas Kkesaksian dan

Disabilitas Fisik teselamatan kKorban.

Pemeriksaan sering dipaksakan demi mengejar target BAP yang
cepat.
Terdapat risiko pertanyaan menjebak atau pemaksaan jawaban.

Gedung dan ruang pemeriksaan sulit diakses.

Tuli-Buta dan disabilitas ganda

Hampir tidak tersedia pendamping komunikasi
yang memadai.




Dampak darli Hambatan Tersebut

borban memilih diam atau mencabut laporan.

*

Penyandang disabilitas kesulitan memahami proses hukum.

Risiko Kriminalisasi meningkat.

Hak atas perlindungan hukum tidak terpenuhi.




Akomodasl yang Layak yang NMendesak Dijamin
Akomodasl yang layak harus tersedia sejak avval
proses hukum

*

- Juru bahasa isyarat.

. Pendamping komunikasi.

- Dokumen dalam braille, audio, easy read, dan format digital
aksesibel.

- Pemeriksaan dendan bahasa sederhana dan tidak intimidatif.
- \/W/aktu pemeriksaan yang fleksibel.

- Hak atas wvaktu istirahat (brealk selama pemeriksaan.

- Akses fisik pada kantor polisi, Kejaksaan, dan O,oengaolilan.

- Pendamping pilihan korban atau penyandang disabilitas.

- kehadiran Bendamping disabilitas yang memahami pengalaman
hidup disabilitas.

- Jika memungkinkan, pendamping berasal darl ragam disabilitas
%ang sama dengan penyandang disabilitas yang sedang
erhadapan dengan hulKum.

- Pendamping bukan mengarahkan javwaban korban atau

mengintervensi proses hukum. Pendamping hadir untuk:

- membantu komunikasi,

- memastikan Korban memahami proses dan hak-haknya,

- membantu rasa aman,

- serta membantu mencegah reviktimisasi.




AKomodasi pada Taha Penxldlkan
hingga Persidangan Penyidika

Polisi wajib memahami kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas.

- Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang aman dan aksesibel.

. Pendamping disabilitas perlu diizinkan hadir sejak pemeriksaan awal.

« Pendamping membantu memastikan komunikasi dan pemenuhan hak
selama pemeriksaan.

- Pemeriksaan tidak boleh dipaksakan ketika korban mengalami kelelahan,
distress, atau trigger psikologis.

Penuntutan
Jaksa memastikan korban memahami proses hukum.
- Pendamping tetap dapat hadir selama proses pemeriksaan perkara.

Persidangan

- Hokim menyediakan akomodasi yang layak.

- Kesaksian penyandang disabilitas dinormati setara dengan pihak lain.
- Pendamping membantu pemenuhan kebutuhan aksesibilitas dan
komunikasi selama persidangan.




Hal-Hal Positif dalam KUHP Baru

Dalam KUHP Nasional Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)
sudah mulali muncul semangdat perlindungan kelompok
rentan, termasuk penyandang disabilitas

Pendekatan yang lebih memperhatikan hak asasi manusia.
« Perhatian terhadap hak korban tindak pidana.

« Ruang untuk pendekatan restoratif dalam perkara tertentu.
« Penguatan prinsip perlindungan kelompok rentan.

Namun implementasinya masih membutuhkan:

« aturan teknis yang jelas,

« perspektif aparat yang inklusif,

« dan pengawdadsan yang kuat.




Hal yang Perlu Diperkuat dalam Reformasi
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Reformasi KUHAP perlu memastikan
Hak atas akomodasl \/aﬂg la\/a]'( diatur secara tegas’ | - s \

- thewajiban aparat menyediakan aksesibilitas.

+ Larangan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

- Hak untuk didampingi pendamping disabilitas sejak tahap avval
pemeriksaan.

- Standar pemeriksaan yang ramah disabilitas.

- Mekanisme pengaduan jika hak penyandang disabilitas dilanggar.

« Pengakuan terhadap peran pendamping disabilitas dalam proses hukum.

lhonsekuensi hukum jika aparat menolak menyediakan akomodasi yang layak.

Tambahan Penting:
Jika pemeriksaan dilakukan tanpa pemenuhan akomodasi yang

layak atau tanpa pendamping yang dibutuhkan, maka hasil
pemeriksaan seharusnya dapat dipertanyakan validitasnya atau
dinyatakan tidak sah.




Praktik Balk dan Pelajaran Penting
Beberapa praktik baik yang sudah mulal
dilakukan:

Penggunaan juru bahasa isyarat dalam persidangan.
« Penyediaan layanan prioritas di pengadilan.

« Pendampingan oleh organisasi penyandang disabilitas.
 Pelatinan aparat penegak hukum tentang disabillitas.
 Kolaborasi organisasi disabilitas dengan aparat penegg
hukum dalam penguatan aksesibilitas layanan.

Pelajaran Penting:
Kehadiran pendamping dan akomodasi yang layak sar
mMmenentukan keberanian korban untuk mencari keadilan




Satu Hal yang Paling Perlu Diperbaiki
Hal paling penting yang perlu diperbaiki adalah:

Perubahan cara pandang sistem peradilan terhadap
penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas harus dipandang:

« sebagai subjek hukum yang setaraq,

« Mmampu memberikan keterangan,

- dan memiliki hak penuh atas keadilan.

Bukan sebagai objek belas kasihan atau pihak yang
diragukan kapasitasnya.




Rekomendasi Q |

Reformasl KUHAP harus memasukkan perspektif disabilitas secara ]eTas. '

+ Aparat penegak hukum wajibb mendapatkan pelatihan tentang
disabillitas.

- Negara wajlb menyediakan akomodasi yang layak.

« Perlu pendgakuan dan penguatan peran pendamping disabilitas dalam
sistem peradilan pidana.

« Perlu pedoman nasional mengenal mekanisme pendampingan bagi
penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

+ Organisasl penyandang dilsabllitas perlu dillbatkan dalam penyusunan
kebi}akan dan penyediaan pendamping disabilitas.

« Reformasli KUHAF harus mengharmoniskan praktik baik yang sudah
diatur dalam UU TPKS dan kebijakan aksesibilitas yang telah berjalan.
« Harus ada mekanisme pengawasan dan konsekuensi hukum apabila
aparat tidak menyediakan akomodasi yang layak.

- Sistem peradilan harus aksesibel, aman, dan menghormati martabat
Mmanusia.



Penutup

"TidaK ada akses terhadap keadilan tanpa aksesibilitas."
Sistem peradilan yang inklusif bukan bentuk belas
Kasihan, melainkan pemenuhan hak asasli manusla bagdil
semua warga negara, termasulk penyandang disabilitas.
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